PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1960 (1/1960)
TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955
( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DI TAMBAH DENGAN
UNDANG UNDANG DARURAT NOMCR 8 TAHUN 1958 ( LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 NOMOR 156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN
DAN PERADI LAN TI NDAK PI DANA EKONOM

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

bahwa pel aksanaan program nenper| engkapi sandang- pangan rakyat
dal am wakt u sesi ngkat - si ngkat nya ti dak nmendapat rintangan dan
penghanbat an, dem kian juga agar pengacauan- pengacauan
terhadap usaha-usaha nemajukan perekonoman rakyat pada
umummya dapat di berantas dengan berhasil;

b. bahwa Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 tentang
Penanbahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, dirasa
bel um cukup luas untuk nenberi dasar bagi Penerintah dalam
nmel aksanakan tugasnya nenjamn terlaksananya Program dan
usaha- usaha tersebut diat as;

C. "Bedrijfsregl enenterings-Odonnantie 1934" (Staatsblad 1938
No. 86), "Kapokbel angen-Ordonnanti e 1935" (Staatsblad 1935 No.
165), "Ordonnantie aeterische Aien 1937" (Staatsblad 1937 No.
601), "GO donnantie Cassave-producten 1937"

(Staatsblad 1937 No. 602) , "Krosok- Ordonnantie  1937"
(Staatsblad 1937 No. 604) sebagai mana di ubah dengan Undang-
undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun 1954
No. 147), perlu segera dinyatakan sebagai Tindak Pidana
Ekonom sebagai ternaksud dal am Undang-undang Darurat No. 7
tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang
Pengusut an. Penuntut an dan Peradi | an Ti ndak Pi dana Ekonom ;

d. bahwa karena keadaan-keadaan yang nendesak dan hal tersebut
perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Undang- undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun
1958 No. 156);

Mendengar

Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 5 Januari 1960;

Menmut uskan :



Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penanbahan
Undang- undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun 1955
No. 27) yang ditanbah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 156) tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradi | an Ti ndak Pi dana Ekonom .

Pasal |.

Pasal 1 sub 1e Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran-

Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Per adi | an Ti ndak Pi dana Ekonom ditanbah dengan :

"j. Berdrijsreglenenterings-Odonnantie 1934 (Staatsblad 1938 No.
86

k. Kapbkbel angen- Ordonnanti e 1935 (Staatsblad 1935 No. 165).
l. O donnanti e aet hei rsche Aien 1937 (St aat sbl ad 1937

No. 601).
m O donnanti e Cassave- product en 1937 (St aat sbl ad
1937 No. 602).

n. Krosok- Ordonnantie 1937 (Staatsblad 1937 No. 604).
sebagai mana di ubah dengan Undang- undang Darurat No. 12 tahun 1954
(Lenbar an- Negara tahun 1954 No. 147)"

Pasal I1.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnemnerintahkan
Pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

ttd.
SCEKARNQO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
Menteri Mida Kehaki man,
ttd.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEVERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG NOMCR 1 TAHUN 1960



TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955
( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DI TAMBAH DENGAN
UNDANG- UNDANG DARURAT NOMCR 8 TAHUN 1958
(LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1958 NOMCR 156) TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADI LAN TI NDAK- PI DANA EKCONOM .

Program Kabi net untuk nel engkapi sandang- pangan rakyat dal am waktu
sesi ngkat - si ngkat nya adal ah Program Penerintah yang pertama. Dan
terjam nnya kepentingan perekonom an rakyat pada unmummya sebenarnya
terletak pada luas dasar kekuasaan yang diberikan kepada
Pemer i nt ah. Kekuasaan mana diperlukan untuk dapat nenganbil
tindakan yang tegas terhadap pel anggaran- pel anggaran dan
pengacauan- pengacauan yang nenghal ang-hal angi Program Penerintah
tersebut dan juga tersel enggaranya kepentingan perekonom an rakyat
pada unmummya.

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini di maksudkan unt uk
nmenanbah kedal am Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 sebagai nmana
di tanbah  dengan  Undang-undang  Darur at No. 8 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 156) tersebut, hal-hal yang bel um
di msukkan sebagai tiindak pidana ekonom. Maka hal ini akan
menber i dasar lebih luas kepada Penerintah untuk nencapa
tuj uannya, ialah dengan penetapan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang tersebut dalam hubungan program dan usaha-usaha
Permeri ntah di bi dang sandang- pangan dan perekonom an pada unmummya.

Ber hubung dal am nel aksanakan Undang-undang Ti ndak Pi dana Ekonom
sebagai mana ditanbah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958
(Lenbar an-Negara tahun 1958 MNo. 156) tersebut untuk nenjamn
t er| aksananya program nel engkapi sandang- pangan rakyat dal am waktu
sesi ngkat - si ngkat nya dan usaha- usaha nemaj ukan per ekonom an rakyat
tersebut diatas dal am praktek, ternyata Penerintah masi h nenjunpa
kesul i t an-kesul i tan ol eh karena bel um di masukkannya :

a."Bedrijfsreglenentrerings-Odonnanti e 1934" (Staatsblad 1938 No.
86) .

b. " Kapaokbel angen- Ordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 165).
c."Ordonnantie aetherische dien 1937" (Staatsblad 1937
No. 601).

d. "O donnanti e Cassave-producten 1937" (Staatsclad 1937 No. 602).,

e. "Krosok-Ordonnanti e 1937" (Staatsblad 1937 No. 604).

sebagai mana di ubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954

(Lenbar an- Negara tahun 1954 No. 147), kedalam Undang-undang

Ti ndak- Pi dana Ekonomi (Lenbaran-Negara tahun 1955 No. 27). Pada hal

pel anggar an- pel anggar an t er hadap ket ent uan- ket ent uan dal am

per atur an- peraturan tersebut diatas sangat nerugi kan kepentingan

per ekonom an Negara pada unmummya dan khususnya pel aksanaan program

sandang- pangan Penerintah dewasa ini.

Aeh karena itu Penerintah nenganggap perlu dengan segera
nmenet apkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang
penanbahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran- Negara



tahun 1955 No. 27) yang di tanbah dengan Undang-undang Darurat No. 8
tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958 No. 156) tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan tindak Pidana Ekonom dengan nenmasukkan
Per at ur an- perat uran Undang-undang tersebut diatas huruf a, b, c, d
dan e dal am Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1960/ 13; TLN NO 1933



